
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan penyalahgunaan dan kejahatan narkotika di Indonesia 

dimulai sekitar tahun 1970 yang penggunanya penunjukan gejala-gejala lsemakin 

lmeningkat, baikl secara kualitasl maupun kuantitas
1
. Perkembangan lkejahatan dan 

lpenyalahgunaan narkotikal menunjukanl kecenderungan lyang lsemakin meningkatl 

dan lnarkotika itul sendiri lsudah merupakanl trenl serta gayal hidup bagil sebagianl 

banyak masyarakatl modern. lPenyalahgunaan narkotikal merupakan lmasalah yang 

lmenyangkut seluruh laspek lkehidupan manusia, lbaik lfisik, biologik, lpisikologik, 

danl lsosial. Dampaknya penyalahgunaan l narkotikal mencakup lkematian ldini, 

kecacatanl fisik, dan kerugianl sosiall ekonomil masyarakat, maka lsangat 

ldiperlukan ltindakan pecegahanl penyalahgunaan lnarkotika ltersebut.
2
 

Berkembangnya penyalahgunaan narkotika disebabkanl olehl beberapa 

faktorl antaral lain, faktorl diri lsendiri lyaitu: lpengetahuan, rasal inginl tahu, inginl 

bebas ldari rasal sakit, lsikap, keyakinan, faktorl keluarga, lfaktor teman lsebaya, 

lingkungan masyarakat
3
. Permasalahanl penyalahgunaanl dan ketergantungan 

lnarkotika danl obat berbahayal (narkotikal) mempunyai ldimensi yang luas danl 

kompleks, lbaik daril sudut medisl maupun lpsikososial (lekonomi, politik, lsosial, 

budaya, lkriminalitas, kerusuhan lmasal ldan lain lsebagainya. Persoalanl narkotika 

ladalah masalahl besar yangl sedang ldi hadapi olehl negeril ini. Pemerintahl secara 

lterang-teranganl menyatakanl perang terhadapl pelaku lpenyalahgunaan lnarkotika. 

Berbagail upaya telahl banyak dilakukanl untuk lmemberantas masalahl narkotika ldi 

tanahl air. Hall ini ldi buktikanl dengan ldi berlakukannya lUU lNo 5 Tahunl 1997 
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ltentang Psikotropikal dan lUU No l35 Tahun l2009 Tentangl Narkotika (lpengganti 

UU lNo 22 lTahun l1997) karena memberikanl lperan lebihl di bidangl kesehatan ldan 

lsosial bagi pengggunal narkotikal dan menjadikan lpemidanaan sebagai lsarana 

lterakhir bagi lpengguna lnarkotika. 

lBerdasarkan lUndang-Undangl No. l35 tahun l2009, jenisl narkotika ldibagi 

kel dalam 3l kelompok, lyaitu narkotika lgolongan lI, golongan lII, dan lgolongan lIII. 

Narkotikal golonganl I adalahl narkotikal yang palingl berbahaya. Dayal adiktifnyal 

sangat ltinggi. Golonganl ini tidakl bolehl digunakan luntuk kepentinganl apal pun, 

kecualil untuk lpenelitian atau lilmu lpengetahuan. Contohnya adalahl lganja, heroin, 

lkokain, lmorfin, lopium, danl Lain-lLain. Narkotikal golonganl II adalahl narkotikal 

yang memiliki ldaya ladiktif kuat, tetapi lbermanfaat untukl pengobatan ldan 

lpenelitian. Contohnyal adalah lpetidin ldan lturunannya, benzetidin, lbetametadol, 

danl llainlain. Narkotika lgolongan lIII adalah lnarkotika yangl memiliki dayal adiktif 

lringan, ltetapi bermanfaat luntuk pengobatanl danl penelitian. Contohnyal adalahl 

kodein danl lturunannya. 

Peredaran narkotika juga tidak pandang bulu selain kepada laki laki 

dewasa narkotika juga menyasar kepada wanita dan anak-anak. Sungguh sangat 

menguatirkan jikalau wanita sebagai ibu atau calon ibu terlibat dalam 

penyalahgunaan narkotika yang tentunya akan berpengaruh besar terhadap 

perkembangan anak-anaknya, bisa saja prilaku ibunya akan diikuti oleh anak-

anaknya, kelak. Rendahnya pengetahuan terkait narkotika dan hukum juga 

menjadikan wanita sebagai elemen tak berdaya dalam mata rantai penjaringan 

narkotika, selain itu mengkonsumsi narkotika secara terus menerus akan 

mempengaruhi kesehatan dan dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan 

apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan atau petunjuk dokter. 

lPerkembangan kualitas l  tindak  l pidana   narkobal   tersebut   lsudah   menjadi 

ancamanl  yang l sangat  seriusl  bagi  lkehidupan  umatl  manusia,  lkhususnya  



generasil lmuda, bahkan ldapat menimbulkanl bahaya lyang lebihl besar llagi bagi 

lkehidupan ldan nilai - lnilai budayal bangsa
4
. 

Pelaku kejahatan Narkotika dikenai proses hukum dan berakhir di 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas sebagai Unit Pelaksana Teknis 

Pemasyarakatan merupakanl tempat lpembinaan lNarapidana dan lAnak lDidik 

Pemasyarakatanl termasuk ljuga Narapidana perkara Narkotika, baik pecandu 

maupun pengedar
5
. Keberadaanl Lembaga lPemasyarakatan sangat l lpenting lbagi 

para pelaku lpelanggaran lhukum atau lkejahatan. Denganl lkeberadaan lpelaku 

pelanggaran hukuml atau lkejahatan dil dalam lLembaga lPemasyarakatan, maka 

yangl bersangkutanl dapat lmawas diril ataul instropeksi ldiri atasl segala 

perbuatanyal danl dapat lebihl mendekatkanl diri lkepada lTuhan lMaha Pencipta 

lserta menyesalil segala lperbuatanya
6
. 

lLembaga Pemasyarakatan lPerempuan Klas IIl B lJambi lmerupakan lsalah 

satu lapas yang ada di Indonesia denganl kondisil di dalamnyal terdapat lWarga 

Binaan lPemasyarakatan khususl wanita. Adapunl jumlah wargal binaan Lembagal 

lPemasyarakatan Perempuan Klasl II B Jambi Tahun 2020 – 2022 ldapat ldilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1 

Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B 

Jambi 

Tahun 
Kasus Narapidana (orang) 

Total 

Narkoba Umum 

2020 145 26 171 

2021 146 28 174 
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2022 155 32 187 

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi 

 Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas warga binaan di Lapas 

Perempuan Kelas II B mayoritas terkena kasus narkoba. Tahun 2022 warga 

binaan Lapas Perempuanl Kelals II Bl sebanyak 215 orangl dimana 155 orang 

terkena kasus narkotika, 32 orang lainnya terkena kasus umum.
7
 Menurut hasil 

wawancara bersama salah satu petugas lapas menyatakan bahwa sebanyak 155 

orang warga binaan yang terjaring kasus narkotika 3 diantaranya merupakan 

narapidana yang tidak ada subsidiner (pengguna murni) dan sisanya pengedar dan 

pengguna. Berdasarkan data tersebut bahwa hampir 90 persen warga binaan yang 

terjaring kasus narkotika tidak menutup kemungkinan akan terjadi penggunaan 

kedalam Lapas itu sendiri. Salah satu faktor yang menyebabkan narapidana 

menggunakan narkotika ialah faktor ekonomi. 

Peredaranl gelap sertal penyalahgunaanl narkotika ldi lembaga 

pemasyarakatanl merupakan lkejahatan yangl luar biasal dan ltidak dapat lditolerir 

yangl mana lkejahatan narkotikal pula tlermasuk dalaml kejahatanl luar lbiasa dan 

ljuga kejahatanl ltransnasional, tentunyal pelakunyal masukl dalam kejahatan yang 

terorganisasi sehinggal kejahatan lini dianggapl sebagai kejahatanl yang sangatl 

mengkhawatirkanl bagi lpetugas llembaga pemasyarakatanl serta lkemaslahatan 

paral narapidana
8
. Dengan kejadian hal seperti ini, Lembaga pemasyarakatan 

Perempuan Klas II B harus membutuhkan cara untuk penanggulanganl denganl 

cara yang lular biasla pula agar peredaranl narklotika di lemlbaga pelmasyarakataln 

ini dapalt teratasi denganl baik bahkan ldapat mlenghasilkan nol lkasus dil dalalm 

lembaga pemasyarakatanl jikal dilakukan delngan cara lcermat dlan teruklur, hal inil 

patut diselesaikan ldengan slegenap elemenl di dalaml lembaga lpemasyarakatan, 
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sehingga diperlukan pencegahan terhadap narapidana perempuan dengan seksama 

dan menyeluruh agar penyalahagunaan narkotika yang dilakukan oleh narapidana 

perempuan dapat dicegah dan ditanggulangin. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : ”Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Terhadap 

Narapidana Perempuan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Lapas 

Perempuan Klas II B Jambi.” 

 

B. Rumusan Masalah 

lBerdasarkan padal latar lbelakang masalahl yang telahl diuraikan ldiatas, 

lpenulis kemudian lakan membatasil ruang llingkup permasalahan ldengan lfokus 

terhad ap masalahl lberikut: 

1. lApa saja flaktor-faktorl penyebab lpenyalahgunaan narkotikal golongan I di 

lLapas lPerempuan Klas II Bl Jambi? 

2. Bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika golongan I di lLapas 

Perempuanl Klas lII B lJambi? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat  Penelitian 

lAdapun tujuan lyang inginl dicapai danl manfaat lyang baikl dari lsegi 

teoretis maupunl praktisl dari penulisanl skripsil ini. Tujuanl yangl ingin dicapai, 

lmeliputi hall-hal sebagali lberikut: 

1. lTujuan Penelitianl 

a. lUntuk dapat lmengetahui danl lmenganalisa apa saja faktor-faktor penyebab 

penyalahgunaan narkotikal golonganl I ldi Lapas Perempuan lKelas II B 

lJambi. 

b. Untukl mengetahui danl menganalisa upaya lpencegahan penyalahgunaan 

narkotikal lgolongan Il di Lapas Perempuan Kelasl lII B lJambi. 

2. Manfaat Penelitian 



a. lDari segil teoritis, hasill penelitian ldari penulisanl skripsil ini ldapat 

lbermanfaat bagi lpengembangan lilmu pengetahuanl kedepan, lkhususnya 

dalaml bidang lhukum lpidana narkotika. 

b. lDari segi lpraktis, hasill penelitian lskripsi inil dapat lmembantu dan 

lmenambah pemahamanl seluruh masyarakatl khususnyal bagi lpara 

lpembaca apa saja faktor penyebab dan bagaimana upaya pencegahan 

terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I dil Lapas lPerempuan lKelas 

II lB lJambi. Sertal hasil lpenelitian hukuml ini ldiharapkan ldapat dijadikan 

lreferensi tambahanl bagi penelitil selanjutnyal yang lmemerlukan 

pengetahuanl hukum tambahan lyang terkaitl konsep-lkonsep mengenail 

pidanal narkotika sertal memperluasl dan lmengembangkan polal pemikiran 

ldanl penalaran lhukum sekaligus luntuk mengimplementasikanl ilmu hukuml 

yang ldiperoleh lpenulis lselama masa lkuliah. 

 

D. Kerangka Konseptual 

lUntuk mengetahui ldan memahamil maksud danl tujuan ldari lpenelitian lini, 

serta untukl mempermudah ldalam membahasl lpermasalahan-permasalahan ldan 

menghindaril terjadinyal multi ltafsir, maka penulisl perlul menjelaskan lkonsep 

yang lberkaitan denganl judul lpenelitian, lantara lain: 

1. Faktor – Faktor yang mempengaruhi penyalagunaan 

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau 

melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara 

terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan 

pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika 

adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara 

terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama 

dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, 

menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Penyalahgunaan narkotika dapat 

didasarkan oleh faktor-faktor yang diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu 

faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang meliputi 



kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya religiusitas. Sedangkan 

faktor eksternal berasal dari luar diri seseorang yang cukup kuat mempengaruhi 

seseorang untuk menyalahgunakan narkotika. 

2. Upaya Penanggulangan 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Upaya menunjukkan 

usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari 

jalan keluar, dan sebagainya
9
. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, 

“penanggulangan adalah suatu proses atau perbuatan untuk menangani, yaitu 

usaha untuk melakukan pencegahan hal- hal yang bertentangan dengan hukum 

positif yang terjadi di masyarakat.
10

 Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

diartikan bahwa upaya penganggulangan adalah seluruh usaha yg ditujukan 

untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap Narkoba. 

3. Narapidana 

lSecara bahasla dalam Kalmus Besar lBahasa Indlonesia (lKBBI) artil dari 

narapidanal adalah lorang yang sledang menjalanil hukuman lkarena ltelah 

melakukanl suatu ltindak lpidana
11

, sedangkanl menurut kalmus indukl istilah ilmiahl 

menyatakan lbahwa narapidanal adalah orlang hukumanl atau lorang buian
12

. Dalaml 

Kitab Ulndang-Undangl Hukuml Acara Pidanla (lKUHAP) tercantum padal Pasall 1 

angkal 32, terplidana adallah seseolrang yangl dipidana berdasarkanl putusan 

lpengadilan yang ltelah mempleroleh kekualtan hukum tetap. lMenurut Pasall 1 alyat 

(l7) Undangl-Undang Nomlor 12 Tlahun l1995 tentangl Pemasyaraklatan 

menjelalskan bahwa nlarapidana adalahl terpidana yangl sedang mlenjalani pidanal 

hilang kemerldekaan ldi Lembaga lPemasyarakatan, menurutl Pasall 1 ayat (6l) 

Undang-lUndang Nolmor 12 lTahun 1995 lTentang Pemalsyarakatan, terpidlana 
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adalahl seseorangl yang dil pidana lberdasarkan putusanl pengadilan ylang telahl 

memperoleh klekuatan hlukum ltetap. 

 

  

4. Penyalahgunaan 

Penyalahgunaan adalahl suatul penggunaan yanlg dapat menlimbulkan 

keadaanl yang tak tlerkuasai oleh ilndividu dan ldilakukan di lluar penlgawasan 

medis, altau yangl dapat menlimbulkan keadaanl yangl membahayakan/ lmengancam 

masyarakat
13

. Penyalahguna dianggapl sebagai korban klarena menanggungl 

kerugian metleri dan aldanya aldiksi, sedanglkan oleh pelrundang - undanganl hal 

terlsebut merupakan sluatu tindakl lpidana, dikatlakan demikian karenal sebagai 

lbentuk pencegahanl terjadinyal  penyalahgunaan
14

. lIndividu  lyang  menggunakan l 

narkotika  ataul  sejenisnyal tanpa  adanyal  pengawasan  dlan  arahan  dlari  dokter l 

disebut  slebagai  lpenyalahguna lnarkotika. 
15

 

5. Narkotika 

lNarkotika adlalah zat atau olbat yang berasal ldari tanlaman ataul bukan 

ltanaman, baikl sintetis mauplun semi lsintetis, yangl dapat lmenyebabkan 

penurunanl atau perubahanl lkesadaran, hilangnyal rasa, mlengurangi sampai 

menghilangkaln rasla nyeri, daln dapat lmenimbulkan lketergantungan (lUU No. 

l35/2009 tentang Narkotika)
16

. Menurut Undangl-Undangl No. 35 ltahun l2009, 

ljenis narkotikal dibagil kel dalam l3 kelompok, lyaitu narkotika lgolongan lI, 

lgolongan lII, dan lgolongan lIII. 

6. Lembaga Pemasyarakatan 
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lLembaga Pemasyarakatanl ataul biasa disilngkat Lapas ladalah telmpat untuk 

melakukanl pembinaan tlerhadap naraplidana dan lanakl didik pelmasyarakaltan di 

lIndonesia. Berdlasarkanl Pasal 1 butirl 3 Undanlg-Undanlg Nomolr 12 lTahun 1995 

tentangl Pemasyarakaltan menjelasklan bahwa Lelmbaga Plemasyarakatan adalahl 

tempat untluk melaksanalkan pembilnaan Nlarapidana ldan Anlakl Didik 

lPemasyarakatan. Sementaral terpidana ladalah seseoranlg yang dlipidana 

berdasarkanl putusanl pengadilanl yang tellah memperloleh kekuatanl hukum tetap
17

. 

Sejatinyal tujuan ldan fungsi lSistem lPemasyarakatan adalah lmenekankan pada 

lperbaikan diri wlarga binlaan agarl dapat ditlerima lkembali lsebagai anggotal 

masyarakatl yang bebas, baik, dan bertanggungjawab.
18

 

 

E. Landasan Teoretis 

A. Teori Tentang Penanggulangan 

lKebijakan atlau upaya plenanggulangan klejahatan pada lhakikatnya 

lmerupakan bagian lintegral darli upalya perlindunganl masyarakat (lsocial 

defencel) dan upayal mencapali kesejahtelraan (sociall welfare). lKebijakan 

penanggulanganl kejahatan ataul bisa diseblutl juga politilk klriminal lmemiliki 

tujuanl akhir atalu tujuan utalma yaitlu “perlindunlgan masyarakat untukl 

mencapai lkesejahteraan lmasyarakat”. Kebijakaln lpenanggulangan kejahatan l 

(criminal lpolicy) itu senldiri merupaklan bagian daril kebijakan penegakanl 

hukum l (law enfolrcement lpolicy). Kebijaklan lpenegakan hukuml merupakan 

lbagian dari lkebijakan sociall (sociall policy) ldan ltermasuk juga ldalam 

kebijakan llegislatif (legislativle lpolicy). Politik lriminal padal hakikatnyal juga 

merupaklan bagian lintegral ldari lkebijakan sosiall yaitu keblijakan atau lupaya 

untukl mencapail kesejahteraan lsosial.
19 
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lMuladi menyatakanl kebijakan lkriminal ataul kebijakan penanggulanganl 

kejahatan lbila dilihalt lingkupnya, sangat lluas danl tinggi lkompleksitasnya. 

Hal inli wajar karenla karena plada hakikatlnya lkejahatan merupakanl masalah 

lkemanusiaan danl sekaligus mlasalah sosiall yang memerlukanl pemahaman 

tlersendiri. Kejahatanl sebagai masallah slosial ialah merupakanl gejala lyang 

dinamils selalu ltumbuh dan terlkait delngan gejala dan lstruktur 

kemaslyarakatan lainnyla yanlg sangat klompleks, ia lmerupakan sociol-politicall 

problems.
20

 

lSalah satu belntuk dari plerencanaan perlindulngan sosiall adalah lusaha- 

usahal yang ralsional dari mlasyarakat untukl menanggulangi lkejahatan yangl 

biasa disebutl dengan pollitik kriminall (criminall politic). lTujuan akhir dlari 

politik lkriminal adallah suatu plerlindungan mlasyarakat. Denganl demikianl 

politik krimilnal adalahl merupakanl bagian ldari lperencanaan perlindungan 

lmasyarakat, ylang merupakan blagian dari keseluruhanl kebijakaln sosial. 

Upaya plenanggulangan kejahlatan yang dilakukanl terhadalp anak sebelnarnya 

tidakllah jauhl berbeda ldengan kebijakan yangl diterapkan lterhadap orlang 

dewasla. Di dallam upaya penanggulangaln kejahatanl perlu ditempulh denganl 

pendekatan lkebijakan, ldalam arti:
21

 

1. lAda keterpaduan alntara politik krliminil danl politik lsosial 

 

2. lAda keterpaduan lantara upaya lpenggulangan lkejahatan denganl penal 

lmaupun nonl penal 

B. Teori Penegakan Hukum 

lPenegakan hukum ldapat ldiartikan sebagai penyelenggaraan l hukum loleh 

lpetugas penegakl hukum danl oleh setilap orlang yang mlempunyail kepentingan 

sesuai dengan lkewenangannya masling-masingl menurutl aturan aturan lhukum 

yangl lberlaku. Penegakanl hukum merupakanl suatu proses yang melibatkan 
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banyak hal22. Penegakl hukum lmempunyai perananl yang plenting dalam 

berfungsinyal lhukum. Para penlegak hukuml ini lmemegang perananl yang lsangat 

penting, lsebab ditangan lmerekalah hukuml di ltegakkan, merekal harus mlemiliki 

komitmenl moral yangl kuat ldalam penegakanl hukum
23

. Penegakan   hukum   

sangatlah   penting   dalam   suatu   negara   hukum.   lUntuk menciptakanl  suatu  

lnegara  yang  blerkeadilan  makal  diperlukan  lpenegakan  lhukum yang 

mempunyail maknal menegakkan danl melaksanakanl aturan lhukum denganl baik 

ldan benar
24

. 

 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode ldalam penelitianl ini lmeliputi: 

1. Lokasi penelitian 

lLokasi penelitianl adalah tempatl dimanal penelitian ldilakukan, 

menetapkan lokasil penelitian lmerupakan tahap lyang sangatl penting ldalam 

penelitianl kualitatif, karena ldengan lditetapkannya lokasi penelitianl berarti 

lobjek dan ltujuan sudahl ditetapkan lsehingga mempermudahl penulisl dalam 

mlelakukan lpenelitian, lokasil ini lbisa di wilayahl tertentul atau ldi suatu 

lembagal tertentul dalam lmasyarakat, untukl memperoleh datal lprimer, lokasi 

lpenelitian ldilakukan di lLembaga Pemasyarakatanl Perempuan lKelas lII Bl 

Jambi. 

2. Spesifikasi Penelitian 

lMetode adalah lproses, prinsipl-prinsipl dan tatal cara lmemecahkan suatul 

masalah, lsedangkan penelitianl adalah lpemeriksaan secaral lhati-hati, tekunl 

danl tuntas terhadapl suatul gejala luntuk menambahl pengetahuan lmanusia, 

maka lmetode lpenelitian ldapat diartikan lsebagai prosesl prinsip-prinsipl danl 
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tatal cara untuk lmemecahkan masalah lyang dihadapli dalam mlelakukan 

lpenelitian.
25

 Berdasalrkan perumusan mlasalah daln tujuan penelitilan malka 

metode pendlekatan yang digunlakan adalah lmetodel pendekatan lempiris. 

Yaitu ldengan melakukan lpenelitian di lalpangan dengaln cara olbservasi dan 

walwancara untulk membandingkaln peraturanl yang berllaku dengan lkenyataan 

yangl terjadil di lmasyarakat.
26

 

lSpesifikasi plenelitian ini aldalah penelitilan kualitatif, lyaitu tata lcara 

penelitian lyang menghasilklan datal deskriptif, alpa yangl di lnyatakan 

respondenl secara lisan latatu tertulisl dan perilakul nyatal dari lresponden yangl 

di almati.
27

 

3. Tipe penelitian 

lDalam penelitianl ini penulis lmenggunakan metodle penelitian lyuridis 

empirils yaitu “penelitianl berupa studli-studi laplangan lyang bertitikl tolak 

daril data lprimer untuk lmenemukan lteori-teori mengenail prosesl terjadinya 

danl mengenai plroses lberkerjanya lhukum.
28

 

4. Tata Cara Penarikan Sampel 

lSampel yang ldi ambil dlalam penelitian lini menggunalkan teknik penarikanl 

sampel lpurposive lsampling, yaitu lpenarikan lsampel lberdasarkan kriteria 

ltugas, jabatanl, kewenangan, l dan pengallamannya mampul untuk menjawalb 

permasalahlan yang penulisl ajukan kepadanya. lSampel tersebutl antaral lainl 

pejabat/karyawan pada lLembaga Pemasyarakatan lPerempuan Klas II Bl 

lJambi. Serta Warga Binaanl Penyalahgunaan Narkotika Lembagal 

lPemasyarakatan Perempuan Klas II B dengan menggunakan cara accidental 

sampling yaitu dengam mengambil sampel yang kebetulan sampel yang 

ditemui. 
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5. Sumber data 

lDalam pengkajianl ilmu lhukum, metodel ataul cara untuk lmengumpulkan 

datal berbeda ldengan carla pengumpulanl data lpada ldisiplin ilmul lain, 

plerbedaan ini lmuncul karenal apa yanlg di lmaksud ldengan data dalaml 

ilmu hulkum berbeda ldengan maknal datal pada lpenelitian ilmul-lain.
29

 

a. Data primer 

lData primer aldalah data yangl diperolehl langsung ldari 

lsumber pertama
30

. Datal primer ldiperoleh melaluil wawancara 

ldengan kepala lapas dan warga binaan penyalagunaan narkotika di 

lembaga masyarakat perempuan Klas II B. 

b. lData Sekunder 

Datal sekunder ladalah datal yang ldiperoleh ldari ldokumen-

dokumenl resmi, bluku halrian, dan sleterusnya.
31

 Data lsekunder 

dipleroleh ldari lbuku- buku, undang-undang, artikel dan penelitian 

terdahulu yang dapat menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. 

6. Teknik pengumpulan data 

a. lWawancara 

Wawancaral langsunlg dalam pengumlpulan faktal sosial selbagai 

bahan klajian ilmu hlukum elmpiris, dilakukan ldengan caral Tanya 

jawlab secara lalngsung di manla semlua pertanyaan disusunl secaral 

sistematik, jelas dlan teralrah sesuail dengan lisu hukuml yang dli 

angkatl. Wawancara llangsung ini dlimaksudkan unltuk melmperoleh 

informasi ylang benar daln akurat dalri sumber yang ltelah dlitetapkan 

slebelumnya. Dalaml wawancara tlersebut semual keteranganl atau 

jlawaban yang dli peroleh lmengenai lapa lyang diinginkanl dicatat ldan 
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atau dilrekam denganl baik.
32

 

b. Studi Dokumen 

lStudi dokumen lmerupakan suatu lalat pengumpulanl data lyang 

dilakukanl terhadap ldata-datal tertulis denganl menggunakan ldata 

lkonten lanalisis.
33

 Penulisl mempelajari lbuku-bukul dan ldokumen-

ldokumen serta lartikel yangl dapatl mendukung lpermasalahan yang 

lberhubungan denganl penelitianl ini. 

7. Analisis Data 

 

lAnalisis data kualitatifl upayal yang di lakukanl denganl jalan 

ldengan data, mengorganisasi dlata, memilah0milahnyal menjadi lsatuan 

yangl dapalt di lkelola, mensistensiklannya, mencaril dan lmenemukan 

lpola, menemukaln apa yang dalpat di cerlitakan klepada lorang lain.
34

 

lDalam penelitilan kualitatilf, data diperolleh dari belrbagai 

sumber ldengan menggunlakan teknik pelngumpulan datal yang 

bermacaml-macam dlan dilakuklan secara terusl menerusl sampai 

ldatanya jenuh. Denganl pengamatan yang tlerus menerus ltersebut 

lmengakibatkan variasil data ltinggi sekali.
35

 

lAnalisis data lkualitatif adalah belrsifat indluktif, yaitu sluatu 

analisils berdasarkanl data yangl diperoleh, selaljutnya dikemblangkan 

menjadil hipotesis. Berdasalrkan hipotesisl yang dirumuskanl 

berdasarkanl data ltersebut, selanjultnya dicarikanl data lagi slecara 

berulalng-ulang slehingga selanljutnya dapat ldisimpulkan apakahl 

hipotesis tlersebut diterima latau ditolak blerdasarkan ldata yangl 

terkumpul,. Billa berdasarkan ldata yang dlapat dikulmpulkan secara 

berulangl-ulangl dengan teknilk triangullasi, ternyatla hipotesis lditerima, 

maka hilpotesis tersebutl berkembang lmenjadi lteori. 
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lAdapun maksud daril pendekatlan induktif mlemungkinkan 

temuantemulan penelitian munlcul dari keadlaan umum, telma-tema 

dominanl dan signifiklan yang adal dalam datal, tanpa mlengabaikan lhal-

hal lyang muncul olleh struktur meltodologisnya. Telma-tema pokokl 

sering terablaikan, keteranganl ulang atalu dibiarkan ltidak tampalk 

karena adanlya prakonsepsil dalam mengumpulklan datal dan proses 

alnalisis data yang dlikemukakanl dalam eksperilmen yang ldeduktif dan 

pelnelitian pengujialn hipotesis.
36

 

lPendekatan induktif dlimaksudkan untuk lmembantu 

lpemahaman tentangl pemaknaan dallam data yanlg rumit lmelalui 

lpengembangan tematema lyang di ikhtisarkanl dari ldata lkasar. 

 

G. Sistematika Penulisan 

lUntuk memperolehl gambaran lsecara lebih ljelas atasl seluruhl isi lserta 

pembahasanl proposal skripsil ini secaral sistematis, gluna memudahklan dalaml hal 

menghubungkanl antara babl yangl satu denganl bab yalng yangl lainnya, lmak 

disusunlahl sistematika penulisanl proposal lskripsi yang dilbagi ke dalalm 4l (empatl) 

bab lsebagai lberikut: 

BAB I lBab ini akan diuraikanl tentang llatar belakangl masalah, lperumusan 

lmasalah, tujuan ldan manfaatl penelitan, lkerangka lkonspetual, 

llandasan teoritis, lmetode penelitianl danl sistematika lpenulisan. 

BAB II  lPada bab lini akan menjabarkanl mengenai ltinjauan umuml tentang 

narkotika, faktor-faktor penyalahgunaan narkotika dan bagaimana 

pencegahan penyalahgunaan narkotika. 

BAB III  lBab ini merupakanl bab lpembahasan sesuail dengan lperumusan 

lmasalah yaitul mengenail apa sajal faktor-faktorl lpenyebab 

lpenyalahgunaan lnarkotika golongan I di Lapasl lPerempuan Klas II B 

Jambi dan bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika 

golongan I di Lapas Perempuan Klas II B Jambi. 
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BAB IV lBab penutupl yang merupakanl bagian lakhir daril penulisan ini lyang 

lberisikan kesimpulanl dan lsaran. 

 


